















BAB   I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya sebuah keluarga yang dibentuk dari perkawinan merupakan 
sebuah aspek ajaran yang cukup signifikan, sebab keluarga merupakan pondasi 
bangunan dalan masyarakat, dari sebuah keluarga yang tertata rapi kehidupannya 
akan terbentuk masyarakat yang rapi pula, dan sebaliknya dari kerusakan 
keluarga pula akan muncul benih yang dapat merusak kepada para anggotanya, 
kerusakan moral pada keturunan, anak dan para generasi. Namun kerusakan 
tersebut akan dapat terhapus apabila sebuah keluarga selalu didasari atas 
tuntunan islam yang akan menghantarkan tercapainya keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan antar anggota keluarga. Dan tujuan tersebut hanya terwujud 
apabila seorang suami istri mampu memenuhi kewajibannya, dan menghormati 
hak masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. 
Surat Ar-Rum, ayat 21: 
 
ْﻦِﻣَﻭ ِﻪِﺗﹶﺎﻳﹶﺍ ﹾﻥﹶﺍ َﻖﹶﻠَﺧ ْﻢﹸﻜﹶﻟ ْﻦِﻣ ْﻢﹸﻜِﺴﹸﻔْﻧﹶﺍ ﺎًﺟﺍَﻭْﺯﹶﺍ ﺍْﻮُﻨﹸﻜْﺴَﺘِﻟ ﺎَﻬْﻴﹶﻟِﺍ ﹶﻞَﻌَﺟَﻭ ْﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ﹰﺓﱠﺩَﻮَﻣ ﹰﺔَﻤْﺣَﺭَﻭ ﱠﻥِﺍ ﻲِﻓ 




Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.1 
 
Pada hakekatnya perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang 
berlaku pada semua makhluknya termasuk manusia, untuk menjalin hubungan 
lahir dan batin dengan tujuan yang paling utama, yaitu membentuk rumah tangga 
bahagia dan sejahtera, terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Dalam era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah 
mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya 
benturan ekonomi, benturan karir, benturan kepribadian, sikap pasangan suami-
istri yang mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal 
keharmonisan dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama yang dapat 
menjaga kelangsungan hidup pasangan suami-istri. 
Problem-problem inilah yang kadang menjadi akar perselisihan yang 
mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan 
perceraian. Sebagaimana agama islam telah memberikan alternatif terbaik jika 
terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah 
dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan 
                                                     




mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang 
sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur 
pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya 
perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai 
dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, 
hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi 
dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan 
agama. 
Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang 
menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan 
kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak 
diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai 
berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, 
disebutkan bahwa:  
"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".2 
 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan 
kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan 
pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak 
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mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan 
menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya 
melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya 
mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.3 
Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan 
peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan 
negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.4 
Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, 
tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, 
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang 
berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan. 
Adapun Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan 
peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam 
perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan 
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kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai 
perkaranya ataupun para pencari keadilan (justiciable). 
Dengan demikian, Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk 
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan 
yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari 
keadilaan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan 
hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah.5 
Pengadilan Agama yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989, hanya berwewenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan pasal 49 
huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama 
diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syari'ah.6 
Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai 
penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama islam adalah Pengadilan 
Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata 
khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk 
menangani perkara pidana dan perdata umum. 
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Kehakiman di Indonesia, h. 35 




Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami 
melalui pengadilan dengan alasan-alasan : 
1. Suami melanggar ta’lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan 
ketika akad nikah, 
2. Khuluk, istri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering 
disebut talak tebus), 
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami 
berpenyakit (gila, kusta, impoten, dan lain-lain) 
4. Syiqoq pertengkaran, istri mengajukan perceraian karena antara suami 
istri selalu terjadi pertengkaran.7  
      Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami mafqu>d, 
seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau 
dengan alasan pelanggaran ta’lik  talak, sebab  ta’lik talak ini diadakan dengan 
tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.8  
Menurut para ahli fikih, istilah mafqu>d adalah orang yang hilang, terputus 
beritanya, dan tidak diketahui keberadaanya, apakah dia masih hidup atau sudah 
mati.9 Sedangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Gresik menjelaskan, 
bahwa suami mafqu>d dianggap sudah meninggal dan hartanya bisa dibagikan 
kepada ahli warisnya, dan istrinya tidak dalam ikatan perkawinan lagi, tanpa 
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harus menunggu jangka waktu tertentu. Alasan hakim diperbolehkan memutus 
perkara terhadap tergugat yang mafqu>d (menghilang) dari suatu daerah atau dari 
suatu majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian.  
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, suami mafqu>d dianggap masih hidup, 
dan istri menunggu sampai empat tahun hingga ada berita kematiannya. 
Sedangkan harta dan istrinya masih milik suami atau menunggu sampai empat 
tahun baru dianggap meninggal. Dasar beliau adalah hadis yang diriwayatkan 
dari Said bin al-Musayyab, bahwa Umar bin al-Khattab menyatakan perempuan 
yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, maka dia 
menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah selama empat bulan 
sepuluh hari. 10  
 
Oleh karena itu, bilamana mafqu>dnya suami tersebut istri merasa haknya 
teraniaya atau istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah 
tangganya atau istri merana ditelantarkan nasibnya, maka hukum islam 
memberikan jalan keluar bagi istri tersebut untuk mengadukan halnya kepada 
hakim guna memproleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya 
Berdasarkan pemaparan kedua pendapat di atas, dimana ketentuan batas 
waktu suami mafqu>d yang berbeda dan tentunya pengambilan hukumnya pun 
juga berbeda. Oleh karena itu, putusan hakim Pengadilan Agama Gresik 
                                                     




sangatlah perlu untuk dikaji dengan pendapat-pendapat ulama Imam Syafi’i. 
Dalam hal ini berkaitan dengan perkara cerai gugat karena suami mafqu>d di 
Pengadilan Agama Gresik no. 0036/pdt. G/2008/PA.Gs. 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka pokok-pokok permasalahan 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena 
suami mafqu>d di Pengadilan Agama Gresik? 
2. Bagaimana analisis hukum dari perspektif Imam Syafi’i terhadap putusan 
hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara cerai gugat karena suami 
mafqu>d ? 
 
C. Kajian Pustaka 
Permasalahan perceraian karena suami mafqu>d sebenarnya sudah dikaji 
oleh para penulis, diantaranya oleh: 
1. Pitono yang berjudul “Kedudukan Mafqu>d Dalam Hukum Waris Islam Dan 
Hukum Perdata BW Study Komparatif ”. dalam skripsinya menjelaskan 
bahwa mafqu>d dalam hukum waris islam dan hukum perdata adalah sama, 
apabila belum jelas keadaanya atau belum ditetapkan kematiannya, maka 
kedudukan mafqu>d seperti halnya orang yang masih hidup, sehingga apabila 




waris padanya, maka hak tersebut tetap disandarkan padanya. Dan apabila 
mafqu>d sudah ditetapkan meninggal, maka kedudukannya menjadi pewaris, 
yaitu orang yang bisa diwarisi hartanya, sedangkan kedudukannya sebagai 
ahli waris diberikan kepada orang lain. 
2. Intafiah yang berjudul “Suami Mafqu>d Sebagai Alasan Perceraian Menurut 
Hukum Islam Dan Perdata Studi Komparatif’,  dalam skripsinya menjelaskan 
bahwa persamaan suami mafqu>d sebagai alasan perceraian, dalam hukum 
islam dan hukum perdata sama-sama membolehkan suami mafqu>d sebagai 
alasan untuk mengajukan perceraian, namun keduanya berbeda dalam 
menentukan batas minimal mafqu>dnya suami untuk dapat mengajukan cerai, 
dalam hukum islam lebih singkat dalam menentukan batas minimalnya yakni 
1 tahun. Kedua sistem hukum tersebut juga berbeda dalam menentukan 
syarat-syarat mafqu>dnya suami untuk dapat mengajukan cerai dan hukum 
islam lebih banyak menentukan syarat dibandingkan dengan hukum perdata. 
3. Nur laila ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Suami 
Mafqud Di Pengadilan Agama Bojonegoro” dalam skripsinya menjelaskan 
dalam perkara perceraian ini dapat dikatakan bahwa pihak istri mengajukan 
gugatan cerai karena ditinggal suaminya selama 6 tahun, dan dengan alasan 
penyelewengan, dan karena kurangnya harmonisasi, karena lemahnya 




yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan 
keadaan tersebut”. 
4. Mastur Hasin “ Putusan Hakim Tentang Suami Ghoib (Mafqu>d) Sebagai 
Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kab. Malang “, dalam skripsinya 
menjelaskan bahwa hukum islam sendiri melalui beberapa pendapat menilai 
pada kasus ini yaitu selain suami tidak mampu memberikan nafkah, suami 
juga telah meninggalkan istri selama 1 thn 6 bulan. Dan jika melihat dari 
putusan hakim pada kasus ini, yaitu hakim menjatuhkan talak khul’iy, maka 
pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang telah dipakai mejelis hakim 
dalam memutuskan perkara ini juga memakai pertimbangan, bahwa suami itu 
benar-benar mafqu>d, hal ini juga telah dinyatakan pada doktrin hukum islam 
dalam kitab I’anatut Tholibin IV hal. 90, yaitu apabila kabar tentang suami 
telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat 
difasakhkan, sehingga majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah sah 
dan tepat. 
5. Rakhmipurnawati, Pembuktian Dalam Putusan Verstek Tentang Perkara 
Perceraian Karena Suami Ghoib Di Pengadilan Agama Sidoarjo, adalah 
putusan verstek menurut perspektif hukum islam ada dua pendapat yaitu 
diperbolehkan memutus perkara dengan cara verstek apabila gugatan tersebut 
memenuhi syarat-syarat, diantaranya gugatannya harus jelas dan benar-benar 




dipersidangan. Dan pendapat lain mengatakan bahwa memutuskan perkara 
tanpa hadirnya tergugat tidak diperbolehkan, kecuali ada orang yang 
mewakilkannya, karena dimungkinkan dapat menggugurkan atau 
membatalkan gugatan penggugat. 
6. Nur Faridah, Cerai Talak Akibat Istri Gaib Dan Proses Penyelesaiannya Di 
Pengadilan Agama Gresik, adalah frekuensi atau jumlah cerai talak akibat 
istri gaib di Pengadilan Agama Gresik selama 3 tahun selalu mengalami 
kenaikan. Adapun faktor yang menyebabkan istri gaib adalah lemahnya 
ekonomi keluarga, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, adanya 
gangguan pihak ketiga yang menyebabkan pertengkaran keluarga. 
7. Badrut Tamam “Perspektif Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Kedua Bagi 
Istri Yang Suaminya Mafqud, Study Kasus Di Desa Labuhan Sreseh 
Sampang” dalam skripsinya menjelaskan bahwa pernikahan kedua dalam 
kasus pernikahan istri dengan kedua yang ditinggal pergi suami pertama 
selama kurang lebih 12 tahun, Pernikahan ini dalam konteks mafqu>dnya 
suami, menurut Imam Syafi’i tidak boleh dilaksanakan sebelum jelas status 
hubungan perkawinannya dengan suami pertama, dan menunggu sampai jelas 
tentang matinya suami pertama dan beriddah, setidaknya menunggu 7 tahun 
atau melalui tuntutan cerai di pengadilan sekalipun tidak sampai pada waktu 




Dalam pembahasan yang akan penulis jelaskan dalam penelitian nantinya, 
penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim 
Pengadilan Agama Gresik dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai 
gugat karena suami mafqu>d. Kemudian penulis menganalisis putusan tersebut 
berdasarkan perspektif Imam Syafi’i. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa 
tujuan penelitian dari pembahasan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam 
memutus perkara Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. tentang cerai gugat 
karena suami mafqu>d.  
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis dari perspektif Imam Syafi’i terhadap 
putusan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara cerai gugat karena 
suami mafqu>d. 
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 





1. Kegunaan teoretis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan 
memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyandaran 
hukum pada masyarakat. 
2. Kegunaan praktis, diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan 
bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat. 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 
judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara 
tegas maksud judul tersebut di atas: 
1. Analisis Putusan merupakan kajian atau telaah dengan memanfaatkan akal 
fikiran terhadap suatu putusan, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian/atau 
telaah berdasarkan perspektif Imam Syafi’i terhadap suatu putusan dalam 
perkara cerai talak karena suami mafqu>d . 
2. Mafqu>d adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya serta 
dimungkinkan bisa diketahui keberadaannya.11 
3. Cerai Gugat merupakan putusnya perkawinan dari pihak istri di mana 
seorang istri yang beragama Islam mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan untuk mengadakan sidang perceraian dengan suaminya. 
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4. Imam Syafi’i adalah Muhammad bin ’Idri>s bin ‘Abba>s bin Us|ma>n bin Sya>fi'i 
bin Sai>d bin Abi> Yazi>d bin Haki>m bin Mut}allib bin Abdul Mana>f. Dilahirkan 
di Guzzah (suatu kampung dalam jajahan Palestina masuk wilayah Asqala>n). 
Pada tahun 150 H. bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Beliau adalah salah 
satu imam mazhab mutlak yang cukup dikenal dan banyak pengikutnya di 
Indonesia, karena dalam merumuskan hukum dengan kehati-hatian. Di mana 
beliau memadukan antara pemikiran Imam mazhab sebelumnya, yaitu Imam 
Abu Hanifah yang dikenal dengan rasionalnya, dan Imam Malik yang dikenal 
dengan ahli hadis dan ahli Madinah.12 
 
G. Metode Penelitian 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama 
Gresik dalam memutus perkara Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. 
tentang permohonan cerai gugat karena suami mafqu>d. 
b. Data tentang beberapa pendapat para ulama Imam Syafi’i dalam masalah 
suami mafqu>d. 
 
                                                     




2. Sumber primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang 
memungkinan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan 
penelitian ini,13 yaitu : 
a. Diperoleh dari hakim dan panitera yang menangani perkara permohonan 
cerai gugat Nomor: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. di Pengadilan Agama 
Gresik. 
b. Putusan Hakim atau berkas perkara permohonan cerai gugat Nomor: 
0036/Pdt. G/2008/PA Gs. 
c. Ima>m Abi Abdillah Muhammad bin Idri>s Asy-Syafi’i, Al-Umm. 
d. Ima>m Nawa>wiy, Al-Majmu>’ Syarh al-Muhad|d|ab 
e. Hujjatu Al-Isla>m Abi> Ha>mid Muhammad Al-Gaza>liy, Al-Waji>z 
f. Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuz Badi Asy-Syairaziy, Al-
Muhad|d|ab 
3. Sumber sekunder adalah data dan literatur yang bersifat membantu atau 
menunjang dalam melengkapi dan memperkuat sumber data primer 
diantaranya:14 
a. Bahauddin ‘Abd al-Rahma>n Ibra>hi>m al-Muqadda>siy, Al-‘Umdah Syarh 
al-Umdah, 
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b. Abi> Zakariya Yahya Bin Syarf al-Nawa>wiy al-Dimisyqiy, Raudatu al-
T}a>libi>n, 
c. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang 
Perkawinan, 
d. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, 
e. Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 
f. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, 
g. Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 
h. Muhammad al-Khudariy Bek, Ta>rikh at-Tasyri>’ al-Isla>miy, 
i. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek 
Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 
j. A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan 
Hukum Positif, 
k. Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husainiy, Kifa>yah al-Akhya>r 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview, dengan wawancara langsung pada hakim dan panitera 
pengganti yang menangani perkara ini untuk mendapatkan informasi 
yang diperlukan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan putusan 
perkara cerai gugat terhadap suami mafqu>d.15 
b. Studi analisis dokumentasi, dengan mencari dan mengumpulkan data 
yang berasal dari catatan-catatan atau arsip-arsip yang terkait dengan 
penelitian ini.16 
 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode 
analitis dokumentatif (content analisys), yaitu memaparkan dan 
menggambarkan tentang isi putusan dalam perkara cerai gugat terhadap 
suami mafqu>d di Pengadilan Agama Gresik sedemikian rupa, kemudian 
dianalisis dengan perfpektif Imam Syafi’i tentang suami yang mafqu>d, 
sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.17  
 
H. Sistematika Pembahasan 
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika 
pembahasan sebagai berikut : 
                                                     
15 Ibid, h. 68 
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Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II menerangkan kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang 
perceraian menurut perspektif Imam Syafi’i yang meliputi pengertian perceraian 
perspektif Imam Syafi’i, dasar hukum perceraian perspektif Imam Syafi’i, 
macam-macam dan sebab-sebab perceraian perspektif Imam Syafi’i, pengertian 
mafqu>d, perspektif Imam Syafi’i tentang suami mafqu>d. 
Bab III merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi 
data berkenaan dengan deskripsi putusan Pengadilan Agama Gresik tentang cerai 
gugat karena suami mafqu>d cerai gugat no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs., duduk 
perkara cerai gugat suami mafqu>d  tentang cerai gugat karena suami mafqu>d 
cerai gugat no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs., penyelesaian putusan dan dasar hukum 
yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara cerai 
gugat karena suami mafqu>d no: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. ini. 
Bab IV memuat perspektif Imam Syafi’i tentang gugat cerai karena suami 
mafqud, dasar hukum Imam Syafi’i tentang gugat cerai karena suami mafqud,  
dan analisis hukum perspektif Imam Syafi’i terhadap putusan dalam perkara 
cerai gugat karena suami mafqu>d oleh hakim Pengadilan Agama Gresik. 





BAB   II 
KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Pengertian Perceraian Perspektif Imam Syafi’i 
Perceraian berasal dari suku kata “cerai”.1 Perceraian dalam istilah fikih 
disebut “ţalāq” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan, 
perceraian. Sedang furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian 
kedua pernyataan itu dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian 
antara suami isteri.2  
Menurut istilah syara’, talak berarti melepas tali perkawinan dan 
mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut istilah talak ialah menghilangkan 
ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan 
kata-kata tertentu.3 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian atau 
perpisahan adalah berakhirnya sebuah hubungan ikatan perkawinan antara suami 
istri  dengan menggunakan kata-kata t}ala>q dan sesamanya.  
 
 
                                                     
1 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 209  
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Ikhtis}ar, h. 84 
3 Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-Abbas Ahmad Bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-




B. Dasar Hukum Perceraian Perspektif Imam Syafi’i 
1. Al-Quran 
ﺎَﻬﱡﻳﹶﺍﺎَﻳ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ﺍﹶﺫِﺍ ُﻢُﺘﹾﻘﱠﻠﹶﻃ َﺀﺎَﺴﱢﻨﻟﺍ ﱠﻦُﻫْﻮﹸﻘﱢﻠﹶﻄﹶﻓ ﱠﻦِﻬِﺗﱠﺪِﻌِﻟ .ﻕﻼﻄﻟﺍ   1 
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar). 4 
 
Pada ayat ini, Imam Syafi’i mengomentarai bahwa suami yang 
menceraikan istrinya diharuskan pada waktu dimana istri bisa langsung 
melakukan iddah.5 Maksudnya tidak pada waktu haid (menstruasi), sehingga 
dalam memulai masa iddah akan berlangsung lama. Hal itu bisa mengakibatkan 
istri tersiksa untuk menikah lagi. 
ﺍﹶﺫِﺍَﻭ ُﻢُﺘﹾﻘﱠﻠﹶﻃ َﺀﺎَﺴﱢﻨﻟﺍ َﻦْﻐﹶﻠَﺒﹶﻓ ﱠﻦُﻬﹶﻠَﺟﹶﺍ ﺎﹶﻠﹶﻓ ﱠﻦُﻫْﻮﹸﻠُﻀْﻌَﺗ ﹾﻥﹶﺍ َﻦْﺤِﻜْﻨَﻳ ﱠﻦُﻬَﺟﺍَﻭْﺯﹶﺍ . ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ  232   
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya.6 
 
Ayat di atas memberikan pengertian bahwa para wali tidak boleh 
melarang anaknya nikah lagi, di mana dia telah dicerai oleh suaminya dan telah 
                                                     
4 Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, h. 342  
5 Imam Syafi’i, Al-Um, J-3, h. 233 




melewati masa iddah, karena dia tidak lagi ada keterikatan dengan suami 
pertama.7   
 
2. Hadis 
ُﺾَﻐْﺑﹶﺍ ِﻝﺎﹶﻠﹶﳊﺍ ﻋﻰﻠ ِﷲﺍ ُﻕﺎﹶﻠﱠﻄﻟﺍ َﺭَﻭُﻩﺍ ﹶﺍُﺑْﻮَﺩُﻭﺍُﺩ َِﻭﺍْﺑُﻦ َﻣَﺟﺎﻪ َﻭَﺻﱠﺤَﺤُﻪ ﹶﳊﺍِﻛﺎُﻢ  
Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah masalah perceraian. 8 
Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang 
dibenci Allah, sekalipun hal ini diperbolehkan.9 Sebab dalam perceraian 
mengakibatkan kesengsaraan dalam keluarga baik anak atau kedua suami istri. 
 
C. Macam-Macam Dan Sebab-Sebab Perceraian Perspektif Imam Syafi’i 
Macam talak dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada 
isterinya, yaitu:10 
1. Talak raj’iy, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali atau dua kali dan suami 
dapat rujuk (kembali sebagai suami isteri dengan tidak melalui proses 
perkawinan lagi). 
Yang termasuk dalam talak raj’iy yaitu: 
                                                     
7 Imam Syafi’i, h. 233 
8 Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, h. 256 
9 Imam Syafi’i, h. 216 




a. Talak satu atau talak dua tanpa memakai suatu pembayaran (‘iwa>d}) dan 
mereka telah bersetubuh. 
b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan 
proses ila>’, yaitu suami bersumpah tidak mencampuri isterinya. 
c. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan 
Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqa>q 
dari suami isteri tetapi tidak pakai ‘iwa>d}.  
2. Talak ba>'in sug}ra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya 
dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang 
waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri 
dari: 
a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai ‘iwa>d}. 
b. Atau talak satu atau dua tidak pakai ‘iwa>d}, tetapi suami isteri belum 
bercampur (bersetubuh). 
3. Talak ba>'in kubra yaitu: 
a. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami isteri tidak dapat 





b. Perceraian karena li’an antara bekas suami isteri tidak dapat kawin lagi 
untuk selama-lamanya.11 
 
Putusnya perkawinan adalah istilah hukum untuk menjelaskan 
berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan 
yang hidup sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan ada dalam beberapa 
bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan 
itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan,12 yaitu: 
1. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami isteri. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam 
bentuk ini disebut talak. 
3. Khulu’, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak isteri, sedangkan suami 
tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si isteri dengan 
membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan 
ucapannya untuk memutus perkawinan. 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 
melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan 
                                                     
11 Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-Abbas Ahmad Bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-
Ramliy, J-6, h. 428-429 




tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan 
dalam bentuk ini disebut fasakh.13 
Dari empat hal tersebut, penulis akan membahas mengenai putusnya 
perkawinan dalam bentuk putusan hakim atau fasakh. 
 
 
D. Suami Mafqu>d  Perspektif Imam Syafi’i 
1. Pengertian 
Mafqu>d dalam bahasa Arab berasal dari kata dari kata kerja “faqada”, 
“yafqidu” dan masdarnya “fiqda>nan”, “fuqda<nan”, “fuqudan”, yang berarti 
ga>ba ‘anhu wa 'adamuhu, secara harfiyah bermakna lenyap atau hilang.14 
Sesuatu diketahui hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat "faqada" 
terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Yusuf ayat 72, yaitu:  
ﺍْﻮﹸﻟﺎﹶﻗ ُﺪِﻘﹾﻔَﻧ َﻉﺍَﻮُﺻ ِﻚِﻠﹶﳌﺍ ْﻦَﻤِﻟَﻭ َﺀﺎَﺟ ِﻪِﺑ ﹶﻞْﻤِﺣ ٍﺮْﻴِﻌَﺑ ﺎَﻧﹶﺍَﻭ ِﻪِﺑ ٌﻢْﻴِﻋَﺯ  
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala tempat minum 
raja dan yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 







                                                     
13 Abi> Isha>q Ibra>hi>m Bin ‘Ali> Bin Yu>suf Al-Fairu>zba>diy Asy-Syara>ziy, Al-Muhaddab Fi Fiqh 
Al-Ima>m Asy-Sya>fi’i J-3, h. 5 
14 A.W. Munawwir, Kamus Munawwir, h. 1066 




Adapun secara istilah mafqu>d adalah: 
 
ُﺩْﻮﹸﻘﹾﻔﹶﳌﺍ َﻮُﻫ ْﻱِﺬﱠﻟﺍ َﺏﺎﹶﻏ ْﻦَﻋ ِﻩِﺪﹶﻠَﺑ ﹸﺚْﻴَﺤِﺑ ﺎﹶﻟ ُﻑِﺮْﻌَﻳ ُﻩُﺮﹶﺛﹶﺍ ﻰَﻀَﻣَﻭ ْﻦَﻋ َﻚِﻟﹶﺫ ﹲﻥﺎَﻣَﺯ ْﻢﹶﻟَﻭ 
ْﺮَﻬﹾﻈَﻳ اُﻩُﺮﹶﺛَ 
Mafqu>d adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya 
dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaanya, apakah masih 
hidup atau sudah meninggal dunia.16 
 
Suami hilang dan tidak diketahui keberadannya, ada dua kemungkinan, 
yaitu: 
a. Secara d|a>hir dia suami yang gaib itu selamat seperti pergi untuk 
berniaga, menuntut ilmu, maka istri tidak boleh nikah lagi dengan 
laki-laki lain sampai suaminya diketahui keberadaanya dengan yakin. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pendapat Imam 
Syafi’i dalam qaul jadid.17 Sedangkan menurut qaul qadim istri harus 
menunggu sampai empat tahun dan selanjutnya melakukan iddah 
wafat. Dan selanjutnya diperbolehkan menikah lagi, alasannya 
disamakan dengan cerai sebab impoten dan tidak mampu memberikan 
nafkah.   
b. Apabila suami yang hilang secara d|a>hir akan mati, seperti dia pergi 
menghilang dari keluarganya, atau pergi untuk menunaikan salat dan 
                                                     
16 Ala' al-Din Al-Samarqandiy, Tuhfah Al-Fuqaha', h. 349 
17 Qaul jadi>d adalah pendapat Imam Syafi’i ketika beliau ada di Bagdad, dan qaul qadi>m 




tidak kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, atau berada di 
tengah medan peperangan.18  
Menurut Imam Mawardi, jika suaminya gaib dari istrinya kemudian 
suaminya menceraikannya atau meninggal, dan jika istrinya tahu dengan 
yakin, maka melaksanakan iddahnya sejak meninggalnya suaminya atau sejak 
suaminya menceraikannya.  
Al-Mawardi mengakatan, gaibnya suami ada dua: 
a. Suami yang gaib dari istrinya dan masih ada kabarnya, maka istri 
tidak boleh nikah lagi walaupun dalam jangka waktu yang lama 
atau ditinggalkan harta atau tidak. 
b. Suami gaib dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, baik 
hilangnya di perjalanan atau di medan peperangan, maka suami 
tersebut disebut orang hilang. Dan hartanya difakumkan tidak bisa 
dipergunakan.19 
 
2. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Suami Mafqu>d 
Dalam hukum Islam, masalah mafqu>d merupakan masalah yang 
masuk dalam ijtihadiyah, karena tidak adanya nas yang jelas, yang 
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membicarakan secara panjang lebar tentang mafqu>d berhubungan dengan 
kedudukannya sebagai subyek hukum. 20 
Segala persoalan hukum yang masuk dalam masalah ijtiha>diyah 
secara pasti terbuka lebar bagi para pakar hukum (fuqa>ha') untuk 
mencurahkan segala kemampuannya dalam mengupayakan ijtihadnya, 
sehingga dapat membuka misteri pada persoalan-persoalan hukum yang 
masih samar lantaran tidak adanya petunjuk atau nas yang pasti, baik dalam 
al-Quran maupun hadis. 
Demikian pula masalah mafqu>d, karena masalah tersebut termasuk 
masalah ijtiha>diyah, terutama dalam menentukan keberadaanya, maka hakim 
dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut, sehingga kedudukan 
mafqu>d tersebut menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukum, 
sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti.   
Para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai apa yang harus 
dilakukan terhadap harta dan apa yang dilakukan oleh istri orang mafqu>d. 
Diantaranya ada yang telah menetapkan hukum bagi orang yang mafqu>d, 
yakni istri orang tersebut tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh 
diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dipergunakan hingga diketahui 
keberadaanya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Dan hakimlah 
yang berhak menghukumi atau menetapkan kematiaan orang tersebut.  
                                                     




Imam Syafi’i berpendapat, bahwa istri orang yang hilang menunggu 
suaminya selama empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat.21 Dan 
hartanya tetap milik suaminya, walaupun hilangnya lama sekali, sehingga 
berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-
kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-
orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan 
lamanya ini, dalam Imam Syafi'i ada beberapa pendapat; ada yang 
mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 
120 tahun.22  
Dalam keterangan lain, Imam Syafi’i mengatakan apabila seorang 
istri mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, 
maka ia melakukan iddah sejak meninggalnya suaminya atau suami 
menceraikannya. 
Imam Syafi’i menyatakan bahwa istri yang hilang suaminya yang 
tidak diketahui kabar beritanya, sang istri diperbolehkan mengajukan  fasakh 
setelah menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat, dan 
selanjutnya istri tadi bisa nikah dengan laki-laki lain (qaul qodi>m). 
 Adapun landasan yang beliau gunakan yaitu: 
                                                     
21 Imam Syafi'i, Al-Um, h. 250 




ْﻦَﻋ ﺪْﻴِﻌَﺳ ﻦﺑ ِﺐﱠﻴَﺴﹸﳌﺍ ﱠﻥﹶﺍ َﺮَﻤُﻋ ﻦﺑ ِﺏﺎﱠﻄﹶﳋﺍ ﻝﺎﻗ ﺎَﻤﱡﻳﹶﺍ ٍﺓﹶﺃَﺮْﻣﺍ ْﺕَﺪﹶﻘﹶﻓ ﺎَﻬَﺟْﻭَﺯ ْﻢﹶﻠﹶﻓ ﻱِﺭْﺪَﺗ 
َﻦْﻳﹶﺍ َﻮُﻫ ﺎَﻬﱠﻧِﺎﹶﻓ ُﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ َﻊَﺑْﺭﹶﺍ َﻦْﻴِﻨِﺳ ﰒ ُﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ ﹶﺔَﻌَﺑْﺭﹶﺍ ٍﺮُﻬْﺷﹶﺍ َﻭ ﺍًﺮْﺸَﻋ ﹶﻗﹶﻝﺎ َﻭﹶﳊﺍِﺪْﻳﹸﺚ ﱠﺜﻟﺍِﺑﺎُﺖ َﻋْﻦ 
ُﻋَﻤَﺮَﻭُﻋﹾﺜَﻤﹶﻥﺎ ِﻓﻲ ْﻣﺍَﺮﹶﺍِﺓ ﹶﳌﺍﹾﻔﹸﻘْﻮِﺩ 
Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar Bin 
Al-Khattab berkata: Orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya 
serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat 
tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari. 
   
Dari pemaparan alasan di atas jika dikorelasikan bahwa fasakh 
diperbolehkan karena suami tidak mampu melakukan senggama (impoten), 
atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang lebih 
dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah 
saja, bahkan lebih dari itu.23 Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu 
kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah 
wafat, dan bisa lalu nikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat 
tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, 
sebab secara d|a>hir suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat. 
Pendapat Imam Syafi’i yang lain (qaul jadi>d), beliau menyatakan 
bahwa istri yang suaminya hilang (mafqu>d) tidak boleh mengajukan fasakh, 
sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa 
                                                     




dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukum 
mati demi pernikahan istri dengan suami yang kedua. Dalam hal ini 
pernyataan umar bertentangan dengan pernyataan Ali yaitu, disuruh bersabar 
sampai diketahui kematian suaminya. Karena perpisahan sebab impoten dan 
tidak mampu memberikan nafkah tidak sama dengan suami yang hilang, 
dimana sebab perceraian itu jelas ada, yaitu impoten dan tidak mampu 
member nafka istri. Dalam hal ini sebab terjadinya pisah itu belum jelas yaitu 
matinya suami.24  
Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutny 
dalam sunannya yaitu: 
َﻱِﻭُﺭ َﻋْﻦ ِﺭﺍَﻮِﺳ ْﻦِﺑ ِﺐَﻌْﺼَﻣ ْﻦَﻋ ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﻦِﺑ ﻞْﻴِﺒْﺣَﺮَﺷ ﻦَﻋ ِﺓَﺮْﻴِﻐُﻤﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﺔَﺒْﻌُﺸﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ : 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ : َﺮْﻣِﺍ ﹸﺓﹶﺍ ِﺩﻮﹸﻘﹾﻔﹶﳌﺍ َﺮْﻣِﺍ ُﻪُﺗَﺀﺍ ﻰﱠﺘَﺣ ﹾﺄَﻳ ﹶﺎﻬْﻴِﺗ ُﺮَﺒﹶﳋﺍ  25 
Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan 
kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Muqhirah bin 
Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW Istri orang hilang adalah 
istrinya sampai datang berita (kepastiaanya). 
 
Hadis lain diriwayatkan dari Abd Raziq katanya telah dikabarkan 
kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-'Azramy dari al-Hakam bin 
Uyainah dari 'Ali r.a ia berkata mengenai istri orang yang hilang:  
                                                     
24 Imam Syafi’i, h. 279 




َﻰِﻫ ﹸﺓﹶﺃَﺮْﻣِﺍ ِﺩْﻮﹸﻘﹾﻔﹶﳌﺍ ﻰِﻫ ﹲﺓﹶﺃَﺮْﻣِﺍ َﻴِﻠُﺘْﺑﹸﺍْﺖ ﻰﱠﺘَﺣْﺮِﺒْﺼَﺘﹾﻠﹶﻓ ﺎَﻬْﻴِﺗﹾﺄَﻳ ٌﺕْﻮَﻣ ٌﻕﺎﹶﻠﹶﻃْﻭﹶﺍ 26 
Dia adalah istri orang yang hilang itu. Dia adalah perempuan yang 
diuji, maka hendaklah ia sabar sampai ada berita kematian atau berita talak. 
 
Abu Ishaq mengatakan, istri mengawali untuk menunggu sejak ada 
putusan hakim untuk menunggu datangnya kabar suaminya. Ada yang 
mengatakan sejak berita suaminya terputus. Hal ini dilakukan karena 
penghitungan masa tunggu itu bersifat ijtihad, maka perlu membutuhkan 
putusan hakim untuk melaksanakan masa tunggu tersebut sebagai mana 
dalam kasus suami impoten.27 
Selanjutnya hukum perceraianya harus menunggu selesainya putusan 
hakim, dalam hal ini ada dua pendapat:28 
a. Tidak perlu menunggu putusan hakim, sebab selesainya masa 
tunggu sudah dipastikan kematian suaminya yang hilang. 
b. Perlu adanya putusan hakim, sebab kasus perceraian ini bersifat 
ijtihad maka perlu adanya putusan hakim.  
Perceraian karena suami mafqu>d terjadi sifatnya ada dua 
kemungkinan yaitu: 
                                                     
26 Ima>m Baihaqiy, Al-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqiy J-6, h. 158 
27 Imam Nawawi, h. 160 




a. Perceraian ini terjadi secara d|a>hir dan batin, sebab jika suami 
pertama datang, sedang istri tersebut telah menikah lagi dengan 
orang lain maka nikahnya tersebut tidak bisa dicabut kembali, 
karena kasus pisahnya tersebut adalah bersidat fasakh yang masih 
dipertangkan hukumnya. Oleh karena itu hukum perceraiannya 
terjadi baik d|a>hir maupun batin.  
b. Percerian terjadi hanya secara d|a>hir bukan batin, sebab sahabat 
umar menghukumi suami yang hilang ketika kembali beliau 
menyatukan kembali pada istrinya. Oleh karena itu, jika 
berdasarkan pada pendapat qaul jadi>d, yaitu bahwa ikatan 
pernikahan suami yang hilang dengan istrinya masih tetap. Apabila 
istri nikah setelah masa penungguannya dan masa iddah wafat, 
maka nikahnya batal.29   
Seorang suami yang menghilang dan meninggalkan istrinya terus 
menerus dan diketahui keberadaannya, maka istri tidak diperkenankan untuk 
nikah lagi menurut mayoritas ulama, kecuali suami tidak mampu 
memberikan nafkah, maka istri boleh fasakh. 
Para ulama sepakat bahwa istri yang kaya tidak diperkenankan untuk 
nikah lagi sampai diketahui keberadaan suaminya secara yakin. 30 
                                                     
29 Al-Imam Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddab, J-18, h. 155-156 
30 Abi> al-Hasan ‘Ali> Bin Muhammad Bin Habi>b al-Mawardiy al-Basriy, Al-Ha>wiy al-Kabi>r Fi> 




Adapun pendapat yang menonjol di kalangan Imam Syafi'i adalah 
diserahkan kepada pendapat dan ijtihad hakim dalam memutuskan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan permohonan dari pihak 
istri. Maka apabila berat dugaan ia sudah mati, maka diputuskanlah bahwa ia 
sudah mati, dan istrinya beriddah dengan iddah kematian suami, terhitung 
sejak adanya keputusan itu. 
Hilangnya suami ini menurut Imam Syafi'i tidak membedakan antara 
baik hilangnya itu menurut lahirnya selamat atau menurut lahirnya tidak 
selamat atau bukan, hilangnya di negeri islam atau bukan dan hilang di 
daratan atau di lautan. 31 
Untuk mencari kejelasan status hukum mafqu>d atau untuk 
menentukan kepastian hidup mati si suami tersebut adalah pertimbangan 
hukum yang dapat digunakan yaitu; 
a. Berdasarkan bukti-bukti dalil bahwa pernikahan istri dengan suami yang 
hilang masih tetap dengan yakin, sebagaimana kaidah;  
َﻴﻟﺍِﻘْﻴُﻦ ﹶﻟﺎ ُﻳَﺰﹸﻝﺍ ِﺑﱠﺸﻟﺎِﻚ 32    
 
Yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan.  
 
b. Dan dasar lain bahwa sesuatu yang telah ada adalah tetap dan tidak bisa 
berubah, hal ini sesuai dengan kaidah; 
                                                     
31 Ibid, h. 317 
32 Al-Ima>m Jala>l Ad-Di>n ‘Abd Al-Rahma>n Bin Abi> Bakr As-Suyu>t}iy, Al-Asyba>h Wa An-




َﺑﹶﻘُﺀﺎ َﻣﺎ ﹶﻛﹶﻥﺎ َﻋﹶﻠﻰ َﻣﹶﻛﺎﹶﻥﺎ َﺣﱠﱴ َﻳﹾﻈُﻬَﺮ ِﺧﹶﻠﹸﻓﺎُﻪ 33  
Sesuatu yang telah ada adalah tetap, kecuali nampak jelas 
sebaliknya. 
 
Hal ini bisa ditempuh misalnya melalui kesaksian dua orang yang 
adil bahwa suami tersebut sudah meninggal berdasarkan kesaksian 
tersebut, hakim dapat memutuskan kematian suami istri. 
c. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan istrinya. 
Sebagaiman dalam keterangan Imam Syafi’i di atas: 
1) Putusan Umar ibn al-Khattab ketika menghadapi kasus seorang istri 
yang ditinggal pergi suaminya, dan tidak jelas beritanya sebagaimana 
harus menunggu sampai empat tahun. 
2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian 
suami tersebut bila orang yang sebaya dengannya telah meninggal, 
jadi diambil dari rata-rata maksimal orang hidup di lingkungannya 
atau ada keyakinan keberadaan suami yang hilang baik sudah mati 
maupun terjadi perceraian.34 
Semua pertimbangan di atas bersifat spekulatif, dan karena itu 
keberanian hakim dalam menentukan keputusan menjadi sangat dominan 
tentu saja setelah ditempuh usaha-usaha yang memadai. 
                                                     
33 Ibid, h. 97 




Dalam bahasan fikih, masalah mafqu>d menjadi sangat penting, 
karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut 
serta hak dan kewajiban keluarganya, kaitannya dengan persoalan nafkah 
untuk istri dan anak-anaknya. 
Melihat  kondisi istri dan keluarganya yang tidak terurus, apakah istri 
dapat melakukan pernikahan lagi atau tidak, kalaupun istri disuruh untuk 
menunggu, sampai kapan batasan masanya sehingga ia dapat bersuami lagi. 
Hal ini ditegaskan salam kitab Nihayatul al-Mujtaj35  
ْﻦَﻣَﻭ َﺏﺎﹶﻏ ِﻩِﺮْﻴﹶﻏْﻭﹶﺍٍﺮﹶﻔَﺴِﻟ َﻊﹶﻄﹶﻘْﻧﺍَﻭ ُﻩُﺮَﺒَﺧ َﺲْﻴﹶﻟ ِﻪِﺘَﺟْﻭَﺰِﻟ ٌﺡﺎﹶﻜِﻧ ﻲﱠﺘَﺣ َﻦﱠﻘَﻴَﺘَﻳ ْﻱﹶﺍ ﱡﻦﹶﻈُﻳ ٍﺔﱠﻄُﺨِﺑ 
ٍﺔَﺿﺎﹶﻔِﺘْﺳِﺎﹶﻛ َﻢِﻜُﺣَﻭ ِﻪِﺗْﻮَﻤِﺑ ﻪِﻗﺎﹶﻠﹶﻃْﻭﹶﺍِ 
Barang siapa yang hilang karena bepergian atau yang karena lainnya 
dan tidak ada kabar akan keberadaanya, maka istri tidak diperbolehkan 
menikah lagi sampai yakin dengan menyebarnya petunjuk akan kematiaanya 
dan sudah dihukumi mati atau sudah jelas atas talaknya. 
   
                                                     
35 Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-Abbas Ahmad Bin Hamzah Ibn Syihab Ad-Din Al-





DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK 
TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MAFQU>D  
NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. 
 
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Gresik Tentang Cerai Gugat Karena 
Suami Mafqu>d No: 0036/pdt. G/2008/PA Gs. 
Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang 
diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan hukum 
dan keadilan.1  
Selain menjalankan tugas pokoknya, pengadilan diberi tugas dan 
kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan 
keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada lembaga 
kenegaraan baik di pusat maupun daerah, apabila diminta.    
Adapun Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan 
peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
                                                     




1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam 
perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan 
kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai 
perkaranya ataupun para pencari keadilan (justiciable). 
Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu dari pengadilan agama 
yang ada di wilayah Jawa Timur, setiap pengadilan agama memiliki kekuatan 
absolut, yaitu suatu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang 
ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga pengadilan agama Gresik 
berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara meliputi 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah.2 Kekuasaan atau 
wewenang pengadilan agama Gresik ini diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 
1989 pasal 49.  
Adapun kantor pengadilan agama Gresik ini berkedudukan di kabupaten 
Gresik, terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. 031 398 1685, desa 
Randu Agung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik kode pos 61121. 
disamping mempunyai kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Gresik juga 
mempunyai kekuasaan relatif, yaitu suatu kekuasaan yang berhubungan langsung 
dengan daerah hukum suatu pengadilan.3 
                                                     
2 Umar Said, Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, h. 109.  




Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai gugat 
cerai, akan tetapi di dalamnya terdapat gugatan cerai karena suami mafqud. 
Dimana, sebut saja Hanik (nama samaran) mulanya mengajukan gugatan perihal 
Jefri (nama samaran) tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir 
dan batin di Pengadilan Agama Gresik dengan surat gugatannya tertanggal 08 
Januari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan 
Nomor : 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs. Hanik (penggugat) nama samaran dengan Jefri 
(Tergugat), nama samaran juga. Mereka adalah sepasang kekasih yang 
menjalankan sunnah Rasul (menikah) pada tanggal 19 Juli 2000, dihadapan 
Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Benjeng 
Kabupaten Gresik dengan status perawan dan jejaka sebagaimana ternyata dalam 
Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/71/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000;  
Dan dari hasil perkawinan Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) 
dikaruniai satu orang anak Nurma (nama samaran) umur 6 tahun dan dalam 
pemeliharaan Hanik (Penggugat). Setelah melangsungkan perkawinan Hanik 
(Penggugat) dan Jefri (Tergugat) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama / 
di rumah orangtua Penggugat di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten 
Gresik, selama 6 tahun, kemudian Jefri (Tergugat) pamit kerja hingga sekarang 
tidak pernah kembali, sehingga antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) 




Semula keadaan rumah tangga Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) 
semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan tahun 2005 keadaan 
rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi percekcokan, karena Jefri (Tergugat) 
sering pulang kerja terlambat karena tempat kerjanya di Sidoarjo. Kejadian 
tersebut membuat Hanik (Penggugat) menjadi kesal dan marah, sehingga tidak 
bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. 
Selama berpisah tempat tinggal selama + 6 bulan, 1 tahun tersebut, Jefri 
(Tergugat) tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar 
keberadaannya, sehingga dia tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. 
Hanik (Penggugat) telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain ke rumah 
orang tua Jefri (Tergugat) dan disana bertemu dengan bapak dan ibu Jefri 
(Tergugat), dan mereka mengatakan bahwa Jefri (Tergugat) tidak pernah pulang 
dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya tingal / keberadaannya dengan 
tidak jelas dan pasti. Sementara pihak keluarga sudah berusaha menasehati Hanik 
(Penggugat) untuk bersabar menunggu kedatangan Jefri (Tergugat), namun 
selama itu pula Jefri (Tergugat) tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar 
serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik 
Indonesia, Atas sikap dan/atau perbuatan Jefri (Tergugat) tersebut, Hanik 
(Penggugat) sangat menderita lahir batin, dan oleh karenanya Hanik (Penggugat) 
tidak rela, sehingga keutuhan rumah tangga antara keduanya sulit untuk 




sejahtera sulit untuk diwujudkan. Sehingga tujuan nikah yang diidam-idamkan 
dalam islam sebagai sebuah ikatan “mi>s|a>qan gali>d}an” tidak tercapai. 
 
 
B. Penyelesaian Putusan Pengadilan Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mafqu>d 
No: 0036/pdt. G/2008/PA Gs. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peenggugat memohon agar 
Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik 
untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 
Primer: 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
b. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap 
Penggugat; 
c. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
Subsider: 
Mohon putusan seadil-adilnya; 
Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Hanik (Penggugat) hadir 
kepersidangan, sedang Jefri (Tergugat) tidak hadir meskipun ia telah dipanggil 
secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 




ternyata ketidakhadiran Jefri (Tergugat) tersebut karena alasan yang sah menurut 
hukum.  
Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada hanik (Penggugat) 
agar ia bersabar menungggu kedatangan Jefri (Tergugat) kemudian berdamai dan 
tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil dan Hanik (Penggugat) tetap 
pada gugatannya kemudian selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang 
isinya tetap dipertahankan oleh Hanik (Penggugat). Dan Jefri (Tergugat) pada 
waktu itu tidak hadir di persidangan, sehingga Jefri (Tergugat) tidak dapat 
didengar keterangannya. 
Untuk memperkuat dalil Gugatanya, Hanik (Penggugat) di persidangan 
telah mengajukan bukti surat berupa :  
a. Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Nomor: 
254/71/VII/2000 Tanggal 19/07/2000; 
b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang 
dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, 
Nomor:352504.470777.0003 tanggal 07 Nopember 2007 ; 
c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, 





Selain bukti tertulis, Hanik (Penggugat) juga menghadirkan saksi-saksi ke 
persidangan. Pada keterangan saksi pertama, yaitu Ibu kandung Hanik 
(Penggugat) menjelaskan antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) adalah 
suami isteri dan bakda dukhul, serta dikaruniai satu orang anak yang umur 6 
tahun, dan saat ini dalam pemeliharaan Hanik (Penggugat). Setelah menikah 
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama / di 
rumah orangtua Penggugat di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten 
Gresik, selama 6 tahun, kemudian Tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak 
pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 
tinggal kurang lebih sudah 2 tahun. Keadaan rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2005 keadaan 
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi 
percekcokan yang disebabkan karena Tergugat sering pulang kerja terlambat 
karena tempat kerjanya di Sidoarjo hal tersebut membuat Penggugat kesal dan 
marah, selain itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat. Dari 
kejadian tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 
tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak 
diketahui alamatnya dengan jelas. Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat 
dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Atas keterangan 




Saksi kedua, yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana dia 
mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Bakda 
dukhul dan dikaruniai 1 orang anak umur 6 tahun. Dan saat ini dalam 
pemeliharaan Penggugat Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat 
bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama / di rumah orangtua Penggugat 
di Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selama 6 tahun, 
kemudian Tergugat pamit kerja hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga 
antara Hanik (Penggugat) dan Jefri (Tergugat) telah pisah tempat tinggal kurang 
lebih sudah 2 tahun. Keadaan rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, 
namun kurang lebih sejak 2005 keadaan rumah tangganya mulai goyah dan sering 
terjadi percekcokan, karena Jefri (Tergugat) sering pulang kerja terlambat karena 
tempat kerjanya di Sidoarjo. Hal tersebut membuat Penggugat menjadi kesal dan 
marah, selain itu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat. 
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun dan selama 
pisah tersebut Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan 
jelas. Selanjutnya saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan 
merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dari keterangan para 
saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan. 
 
C. Dasar hukum Hakim PA Gresik Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami 




Dalam mengadili perkara No.0036/Pdt.G/2008/PA.Gs. bahwasanya Ketua 
Majelis Pengadilan Agama Gresik Hakim yang menyidangkan perkara tersebut 
telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di 
Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. 
Dalam proses persidangan berlangsung, telah terjadi Verstek (tergugat 
tidak pernah hadir dalam acara persidangan). Selain itu juga dihadirkan dalam 
persidangan beberapa saksi, bukti-bukti tertulis oleh pihak penggugat, sehingga 
majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak tergugat telah melakukan 
tindakan tercela, yaitu :  
1. Tergugat telah menelantarkan penggugat dan anaknya 
2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, 
sehingga sebagaimana keterangan penggugat, ketidakhadiran tergugat 
(Verstek) dikarenakan tergugat saat itu tidak diketahui kabar beritanya.  
Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran 
baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan kacamata agama dan juga 
norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan 
norma-norma agama.4  
Begitu juga dengan alasan hakim tersebut, bahwa perceraian antara suami-
istri bisa diterima karena suami menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya. 
                                                     
4 Hasil wawancara dengan ketua Ibu  Dra. Azizah Ulfa di Pengadilan Agama Gresik pada 




Dari kejadian suami yang menghilang tersebut istri merasa merana dan 
diterlantarkan, sedangkan dia sudah dikaruaniai seorang anak, sehingga 
kebutuhan hidup keluarganya ditanggung sendiri. Perceraian bisa dilakukan 
adakalanya berkaitan dengan taklik talak yang diucapkan oleh suami pada waktu 
akad nikah yang tertera dalam akta nikah tentang suami yang meninggalkan 
istrinya dua tahun berturut-turut, dan suami meninggalkan istrinya. Akan tetapi 
yang terjadi dalam hubungan penggugat dan tergugat pada mulanya percekcokan 
diantara keduanya, kemudian tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya. 
Dan pihak penggugat merasa kesal karena diterlantarkan dan tidak diberi nafkah 
baik lahir maupun batin sehingga diputuskan perceraian diantara keduanya. 
Hal ini menurut beliau berlandaskan dengan Hadis Nabi Muhammad 
SAW, yaitu: 
7ﻼﺒﻟﻼﻟﻻﹶﻻ َﺿَﺮَﺭ َﻭ ﹶﻟﺎ ِﺿَﺮَﺭﺍ 
Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula 
menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . 
 
Dan dasar lain yang dijadikan landasan adalah pernyataan Sayid Sabiq 





ﹶﻓِﺎﹶﺫﺍ ﹶﺛَﺒَﺖ َﺩْﻋَﻮَﻫﺍﺎ ِﻟِﺬﻱ ﹶﻘﻟﺍِﺿﺎﻲ ِﺑَﺒﱢﻴَﻨِﺔ ﱠﺰﻟﺍْﻭَﺟِﺔ ﹶﺍْﻭ ْﻋﺍَﺘَﺮِﻑﺍ ﱠﺰﻟﺍْﻭِﺝ َﻭﹶﻛﹶﻥﺎ ِﻻﺍْﻳﹶﺬُﺀﺍ ِﻣﱠﻤﺎ ﹶﻟُﻳﺎﹶﻄُﻕﺎ َﻣَﻌُﻪ َﺩَﻭُﻡﺍ 
ُﻌﻟﺍْﺸَﺮِﺓ َﺑْﻴَﻦ ﹶﺍْﻣﹶﺜِﻟﺎَﻬﺎ َﻭَﻋَﺠَﺰ ﹶﻘﻟﺍِﺿﺎﻲ َﻋِﻦ ِﻻﺍْﺻﹶﻠِﺡﺎ َﺑْﻴَﻨُﻬَﻤﺎ ﹶﻃﱠﻠﹶﻘَﻬﺎ ﹶﻃﹾﻠﹶﻘﹰﺔ َﺑِﺋﺎَﻨﹰﺔ 5  
Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu 
bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan 
rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka 
berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan 
talak bain kepada isteri tersebut.”  
 
Dan Pendapat Hukum Islam dari Sayid Al-Bakhir dalam kitab I’anatu at-
Talibin juz IV Hal.86 
َﻳُﺠْﻮُﺯ ِﻟَﺰْﻭَﺟٍﺔ ُﻣﹶﻜﱠﻠﹶﻔٍﺔ ﹶﻓْﺴُﺦ ِﻧﹶﻜٍﺡﺎ َﻣْﻦ ﹶﺍْﻋَﺴَﺮ ِﺑﹶﺎﹶﻗﱢﻞ َﻧﹶﻔﹶﻘٍﺔ 6  
Istri yang mukallaf boleh menfasakh perkawinannya dengan suaminya yang 
tidak dapat memenuhi nafkahnya dalam batas minimal. “  
 
Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi 
Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada 
mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah 
apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-
penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat. 
                                                     
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Islam, J-II, h. 248  




sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peratutan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat disatukan kembali sebagai 
suami-isteri, karena tergugat menghilang. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.  
Alasan lain dikabulkannya gugatan Penggugat yaitu, bahwa Tergugat 
tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, 
dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena tidak ada kabar tentang 
keberadaannya atau menghilang kurang lebih dua tahun (mafqud), dan dari 
majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk bersabar 
menunggu kehadiran tergugat atau ada kabar tentang keberadaannya, akan tetapi 
tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan 
Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Dan karena 
keberadaanya Tergugat menghilang tidak diketahui keberadaanya apakah masih 
hidup atau sudah mati (mafqu>d), hal ini sesuai dalam keterangan dalam kitab al-
Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :  
ﹶﻟﺍﹶﻘَﻀُﺀﺎ َﻋﹶﻠﻰ َﻐﻟﺍِﺋﺎِﺐ َﻋِﻦ َﺒﻟﺍﹶﻠِﺪ ﹶﺍْﻭ ﹶﳌﺍْﺠِﻠِﺲ ِﺑُﺸُﺮْﻭِﻃِﻪ َﻭَﺗَﻮِﺑﺍِﻊ ﹶﺍَﺧَﺮ ُﻫَﻮ َﺟِﺋﺎٌﺰ  
 
Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghoib 
(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi 





Berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera 
Pengadilan Agama Gresik berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan yang 
telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada 
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis 
Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan agama 
Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 
dimaksud. Dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 







PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TERHADAP PUTUSAN HAKIM 
PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG CERAI GUGAT 
KARENA SUAMI MAFQU>D NO: 0036/PDT. G/2008/PA Gs. 
 
 
A. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mafqu>d 
 
Berdasarkan hukum Islam status hukum istri yang suaminya mafqu>d 
(hilang) dapat belum dikatakan cerai atas suaminya yang mafqu>d, karena Al 
Quran dan Hadis tidak memberikan batasan atau jangka waktu tertentu, akan 
tetapi berdasarkan atas pendapat-pendapat para ahli fikih. 
Bagi orang Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqu>d 
(hilang) sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak 
pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No.3 Tahun 2006 
dan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksananya. Dalam hal ini istri 
mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 
penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Panitera 
akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di 
Pengadilan Agama atau melalui media massa.  
Putusnya perkawinan adalah lepasnya atau berakhirnya hubungan 
perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hidup sebagai suami 




siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat 
kemungkinan, yaitu: 
1. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang suami isteri. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam 
bentuk ini disebut talak. 
3. Khulu’, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak isteri, sedangkan suami 
tidak berkehendak untuk itu. Kehendak ini disampaikan si isteri dengan 
membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan 
ucapannya untuk memutus perkawinan. 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 
melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan 
tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan 
dalam bentuk ini disebut fasakh.1 
Dalam kasus suami yang hilang (mafqu>d) merupakan satu dari penyebab 
putusnya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dimana 
proses berakhirnya ikatan melalui putusan hakim dengan fasakh. 
 
                                                     
1 Abi> Isha>q Ibra>hi>m Bin ‘Ali> Bin Yu>suf Al-Fairu>zba>diy Asy-Syara>ziy, Al-Muhaddab Fi Fiqh 




Hilangnya suami berarti hilang atau menghilang dan terputus informasi 
tentang dirinya, sehingga yang dimaksud mafqu>d dalam perkara ini adalah orang 
yang menghilang dan terputus informasi tentang dirinya. 
Untuk menetapkan seseorang yang mafqu>d telah meninggal dunia, 
sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi’i, dimana 
beliau mengatakan, bahwa istri yang suaminya menghilang (mafqu>d) diharuskan 
menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun dan selanjutnya bisa 
mengajukan fasakh kepada hakim, kemudian melakukan iddah wafat. (Qaul 
Qodim).2  
Alasan ini diangkat, sebab bilamana fasakh diperbolehkan karena suami 
impoten atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang 
lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi nafkah 
saja, bahkan lebih diperbolehkan.3 Oleh karena itu, istri diharuskan menunggu 
kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian melakukan iddah 
wafat, dan bisa lalu nikah lagi dengan orang lain. Dengan menunggu empat tahun 
dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari suami pertama, sebab 
secara d|a>hir suami telah mati dan wajib melaksanakan iddah wafat. 
Pendapat Imam Syafi’i yang lain (Qaul Jadid), beliau menyatakan bahwa 
istri yang suaminya hilang (mafqu>d) tidak boleh mengajukan fasakh, sebab 
                                                     
2 Imam Syafi'i, Al-Um, h. 250 
3 Muhyiddin Abu> Zakaria Yahya bin Syirfu an-Nawa>wiy, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhad|d|ab, J-




apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa 
dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukum mati 
demi pernikahan istri dengan suami yang kedua. Dalam hal ini pernyataan Umar 
bin Al-Khattab bertentangan dengan pernyataan sayyidina Ali bin Abi Talib 
yaitu, istri disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya. Karena 
perpisahan sebab impoten dan tidak mampu memberikan nafkah tidak sama 
dengan suami yang hilang, dimana sebab perceraian itu jelas ada, yaitu impoten 
dan tidak mampu memberi nafkah istri. Dalam hal ini sebab terjadinya pisah itu 
belum jelas yaitu matinya suami.  
Dan selanjutnya hartanya tetap milik suaminya, walaupun hilangnya lama 
sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan 
melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang 
orang-orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan 
lamanya ini, dalam Imam Syafi'i ada beberapa pendapat; ada yang mengatakan 
70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun.4  
Dalam keterangan lain, Imam Syafi’i mengatakan apabila seorang istri 
mengetahui secara yakin atas kematian suaminya atau menceraikannya, maka ia 
melakukan iddah sejak meninggalnya suaminya atau suami menceraikannya. 
                                                     




Sedangkan hukum asal mafqu>d itu adalah hidup, maka ia harus dianggap 
masih hidup sepanjang tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya oleh karena 
itu, putusan cerai tidak sesuai dengan ketentuan kaidah di atas. 
Dalam perspektif Imam Syafi’i istri yang suaminya mafqu>d, keputusan 
cerainya menunggu sampai empat tahun atau ada kepastian kematiaanya. Oleh 
karena itu kurang tepat jika putusan cerai dilakukan sebelum ada kabar tentang 
keberadaan tergugat. Karena kematian suami mafqu>d itu masih diragukan, 
dimana sesuatu yang diyakini lebih diutamakan daripada sesuatu yang masih 
diragukan.  
 
B. Dasar Hukum Imam Syafi’i Tentang Cerai Gugat Karena Suami mafqu>d  
 
Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam kasus suami yang 
menghilang (mafqu>d) adalah keputusan Umar Bin Al-Khattab, yaitu: 
ْﻦَﻋ ﺪْﻴِﻌَﺳ ﻦﺑ ِﺐﱠﻴَﺴﹸﳌﺍ ﱠﻥﹶﺍ َﺮَﻤُﻋ ﻦﺑ ﱠﻄﹶﳋﺍِﺏﺎ ﻝﺎﻗ ﺎَﻤﱡﻳﹶﺍ ٍﺓﹶﺃَﺮْﻣﺍ ْﺕَﺪﹶﻘﹶﻓ ﺎَﻬَﺟْﻭَﺯ ْﻢﹶﻠﹶﻓ ﻱِﺭْﺪَﺗ َﻦْﻳﹶﺍ 
َﻮُﻫ ﺎَﻬﱠﻧِﺎﹶﻓ ُﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ َﻊَﺑْﺭﹶﺍ َﻦْﻴِﻨِﺳ ﰒ ُﺮِﻈَﺘْﻨَﺗ ﹶﺔَﻌَﺑْﺭﹶﺍ ٍﺮُﻬْﺷﹶﺍ َﻭ ﺍًﺮْﺸَﻋ ﻝﺎﻗ ﺚﻳﺪﳊﺍﻭ ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ ﻦﻋ ﻥﺎﻤﺜﻋﻭﺮﻤﻋ 
ﰲ ﺓﺍﺮﻣﺍ ﺩﻮﻘﻔﳌﺍ 
Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar Bin 
Al-Khattab berkata: orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta 
tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun 




   
Alasan ini diangkat sebab bilamana fasakh diperbolehkan karena suami 
impoten atau tidak mampu memberi nafkah, maka dalam hal suami yang hilang 
lebih dari sekedar kasus suami impoten atau suami tidak mampu memberi 
nafkah saja, bahkan lebih diperbolehkan.5 Oleh karena itu, istri diharuskan 
menunggu kabar suaminya yang hilang sampai empat tahun, kemudian 
melakukan iddah wafat, dan bisa lalu nikah lagi dengan orang lain. Dengan 
menunggu empat tahun dianggap rahimnya istri sudah kosong dari janin dari 
suami pertama, sebab secara d|a>hir suami telah mati dan wajib melaksanakan 
iddah wafat. 
Pendapat Imam Syafi’i yang lain (Qaul Jadid), beliau menyatakan bahwa 
istri yang suaminya hilang (mafqu>d) tidak boleh mengajukan fasakh, selama 
tidak diketahui tentang kematian suami yang hilang dia menceraikannya. Dalam 
hal ini berlandaskan pada pernyataan sayyidina Ali bin Abi Talib yaitu, istri 
disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya.  
Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutny dalam 
sunannya yaitu: 
                                                     
5 Muhyiddin Abu> Zakaria Yahya bin Syirfu an-Nawa>wiy, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhad|d|ab, J-




َﻱِﻭُﺭ ْﻦَﻋ ِﺭﺍَﻮِﺳ ْﻦِﺑ ِﺐَﻌْﺼَﻣ ْﻦَﻋ ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ْﻦِﺑ ﻞْﻴِﺒْﺣَﺮَﺷ ﻦَﻋ ِﺓَﺮْﻴِﻐُﻤﹾﻟﺍ ﻦﺑ ﺔَﺒْﻌُﺸﻟﺍ ﹶﻝﺎﹶﻗ : 
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ : َﺮْﻣِﺍ ﹸﺓﹶﺍ ِﺩﻮﹸﻘﹾﻔﹶﳌﺍ َﺮْﻣِﺍ ُﻪُﺗَﺀﺍ ﻰﱠﺘَﺣ ﹾﺄَﻳ ﹶﺎﻬْﻴِﺗ ُﺮَﺒﹶﳋﺍ  6 
Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan 
kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Muqhirah bin 
Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW Istri orang hilang adalah 
istrinya sampai datang berita (kepastiaanya). 
 
C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Gresik Tentang Cerai Gugat 
Karena Suami Mafqu>d Dalam Perspektif Imam Syafi’i 
 
Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang 
diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan 
hukum dan keadilan.7  
Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai 
penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama islam adalah Pengadilan 
Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani perkara perdata 
                                                     
6 Imam al-Daruqudniy, Sunan al-Da>ruqudniy, h. 122. 




khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk 
menangani perkara pidana dan perdata umum. 
Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata 
khusus, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan syariat Islam pula. Oleh 
karena itu dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, hakim dalam 
melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan Undang-Undang kepadanya, 
berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, 
Hakim di samping menguasai hukum perdata, baik formil maupun materiil juga 
harus menguasai hukum syariat terutama Imam Syafi’i. Dimana beliau membaea 
aliran hukum islam ini banyak dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. 
Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai perkara 
permohonan gugat cerai ini, diputus oleh hakim, yakni Hakim menerima 
permohonan cerai yang diajukan Penggugat dan hakim mengabulkan dan 
diputuskan secara verstek karena tergugat tidak hadir dan tidak diketahui 
keberadaannya. 
Dapat diketahui bahwa alasan hakim memutuskan cerai ini adalah karena 
tergugat tidah memenuhi kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah 
pada keluarganya baik lahir maupun batin. Penggugat dalam hal ini tidak dapat 
membuktikan keberadaan tergugat yang menghilang, walaupun sebelumnya 




Namun demikian, yang menarik bagi penulis untuk dianalisis adalah alasan 
hakim yang memutuskan cerai antara Penggugat dengan Tergugat karena 
tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya. Penulis menilai putusan ini bersifat 
ada keragu-raguan dalam putusan hakim, sebab suami yang hilang tidak 
diketahui secara yakin apakah sudah mati atau masih hidup. 
Dalam putusan hakim mengenai suami mafqu>d yang ada tidak tergambar 
adanya dalil-dalil yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya meyakinkan 
untuk menunjukkan keberadaan suami mafqu>d tersebut. Namun dasar yang 
diajukan oleh penggugat hanya bukti-bukti yang berkaitan keterangan saksi dan 
keterangan kelurahan saja. 
Untuk mencari kejelasan status hukum mafqu>d, atau untuk menentukan 
kepastian hidup mati si suami tersebut, menurut hemat penulis harus ada 
pertimbangan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar yang dapat diterima 
secara hukum syariat dan rasional, sebagaimana kaidah fikih, yaitu:  
ُﺀﺎَﹶﻘَﺑ ِﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎَﻣﺎَﻣ ﻰﻠَﻋ  ُﻪﹸﻓﺎﹶﻠِﺧ َﺮَﻬﹾﻈَﻳ ﻰﱠﺘَﺣ َِﻥﺎَﹶﻛ   8   
Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak jelas sebaliknya.  
 
                                                     
8 Al-Ima>m Jala>l Ad-Di>n ‘Abd Al-Rahma>n Bin Abi> Bakr As-Suyu>t}iy, Al-Asyba>h Wa An-Naz|a>ir 




Hal ini bisa dijadikan dasar, bahwa status hukum suami yang hilang 
tersebut masih berstatus suami sah istri (penggugat), sehingga hakim tidak dapat 
memutuskan kematian suami yang hilang tersbut sebelum ada bukti autentik 
tentang kematiannya. 
Dan kasus ini juga sesuai dengan kaidah fikih lain, yaitu: 
ﲔﻘﻴﻟﺍ ﻻ ﻝﺍﺰﻳ ﻚﺸﻟﺎﺑ       9  
Apa-apa yang diyakini tidak bisa hilang dengan keragu-raguan 
Pada perkara No: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. tentang gugat cerai karena 
suami mafqu>d, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah 
secara hukum (Penggugat dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang 
sah). Dengan dimilikinya buku kawin sebagai bukti telah dilangsungkannya 
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat sebagai 
alat bukti surat yang sah. Maka dalam hal ini, putusan cerai terhadap istri yang 
suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya. Dimana putusan cerai tidak bisa 
dikabulkan jika keberadaan suami yang hilang tersebut belum bisa diketahui 
secara pasti, karena menurut hukum islam (Imam Syafi’i) suami mafqu>d 
statusnya masih suami istri (penggugat). Oleh karena itu, istri yang suaminya 
hilang harus menggu sampai ada kabar kematiannya, kemudian bisa mengajukan 
fasakh ke pengadilan. 
                                                     




Dalam perkara ini, sebaiknya hakim memberikan waktu kepada istri 
(penggugat) untuk mencari kabar keberadaanya. Selain itu, hakim melalui 
Pengadilan dapat memberikan saran pihak-pihak yang bersangkutan terutama 
kepada penggugat untuk bersabar sampai empat tahun atau ada keyakinan 
terhadap keberadaan suaminya yang hilang sebagaimana penjelasan dari imam 








Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dalam perkara No: 0036/Pdt. G/2008/PA Gs. tentang gugat cerai ini, majelis 
hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Penggugat dan hakim 
memberikan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain 
itu adanya fakta di persidangan yang membuktikan bahwa tergugat 
menghilang dari rumahnya kurang lebih dua tahun, sehingga majelis hakim 
memutuskan mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat. Dan 
Hakim menyatakan pula perkawinan istri yang mukallaf boleh menfasakh 
perkawinannya dengan suaminya yang tidak dapat memenuhi nafkahnya 
dalam batas minimal. Dimana hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi 
diri penggugat. Dan alasan lain dari majelis hakim adalah memutus perkara 
terhadap Tergugat yang menghilang (mafqu>d) dari suatu daerah atau dari 
suatu majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. 
2. Adapun analisis hukum islam dari perspektif Imam Syafi’i terhadap putusan 




tentang gugat cerai karena suami mafqu>d. Dimana menurut Imam Syafi’i 
menyatakan, bahwa istri suami mafqu>d yang tidak diketahui keberadaannya 
harus menunggu sampai empat tahun dan istri mengajukan fasakh kepada 
hakim, kemudian melakukan iddah wafat. Dan pendapat lain istri menunggu 
sampai ada keyakinan kematian suami mafqu>d atau suami menceraikannya, 
sehingga tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Oleh karena itu, hakim 
dalam memutuskan perkara suami mafqu>d haruslah berdasarkan keyakinan 
dan bukti autentik yang dapat diterima oleh hukum syara’. 
 
B. Saran 
1. Kepada Pengadilan Agama khususnya di Gresik, dalam menerima, memeriksa 
dan memutus perkara permohonan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat, 
hendaknya dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan peraturan 
hukum islam khususnya Imam Syafi’i, dimana beliau merupakan mencipta 
aliran hukum islam yang banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.  
2. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang 
seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian 
hukumnya dan kemanfaatannya. Dan dalam pembuktian perkara yang 
diajukan haruslah memenuhi persyaratan pembuktian dalam perkara suami 
mafqu>d, baik formil maupun materiil dan tidak mengesampingkan pendapat 
ulama salaf seperti Imam Syafi’i, karena pendapat ulama salaf menjadikan 
acuan bagi persoalan yang terjadi dalam masyarakat.       
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